BAB I
 (
PENDAHULUAN
)




A. Gambaran Umum

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Sehubungan dengan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa azas azas umum penyelenggara negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut Undang-Undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Penegasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8./2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Good Government) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui TAP MPR NO. IX Tahun 1998. 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015.
 
Landasan Hukum 
a. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Tujuan 

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORBUDPAR) Kabupaten Hulu Sungai Utara selama Tahun 2015. Hasil akhir yang dicapai diharapkan dapat bermanfaat dan membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati permasalahan dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya lebih terfokus, efisien, efektif, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

1. Gambaran Umum DISPORBUDPAR Kabupaten Hulu Sungai Utara 
a. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan 

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah  dalam penyelenggaraan Pembangunan di Bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Hulu Sungai Utara.
 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana yang tercantum dalam Perda nomor 8 Tahun 2010 tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas,  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bantu oleh Sekretaris dan 3 Bidang, serta 1 UPT yakni Bidang Pemuda, Bidang Olahraga, Bidang Budaya dan Pariwisata, dan Unit Pelaksana Teknis Candi Agung yang menjalankan tugas Pokok dan Fungsi  sesuai dengan uraian tugasnya masing-masing yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 pada Bab II pasal 2 dan Pasal 4 sebagaimana tersebut di bawah ini :
1. Sekretariat.
Bagian Sekretariat  dipimpin oleh seorang sekretaris  dan membawahi 3 (tiga)) sub bagian, yaitu bagian Program, bagian keuangan dan kepegawai dan bagian administrasi umum dan perlengkapan.
Bagian sekretariat mempunyai tugas membuat dan mengolah  dokumen produk segala perencanaan yang akan digunakan  sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan menyusun dan dokumen-dokumen laporan setiap tahun yang difasilitasi oleh Sekretaris, seperti 
· Membuat petunjuk teknis / operasional dalam rangka pelaksanaan teknis bidang;
· Menghimpun rencana strategis (renstra), 
· Menyusun rencana kerja (renja) dan kegiatan anggaran (rka);
· Membuat laporan-laporan dengan menghimpun data-data dari bidang-bidang dalam rangka pembuatan laporan (Laporan Keunagan CalK, Neraca dan LRA, Laporan Kinerja, dan LKPJ/LPPD);
· Melakukan koordinasi kerjasama dengan bidang-bidang.
Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
1) Sub Bagian Program :
2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan :
3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
Ketiga Sub bagian ini  mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan program dinas. 	
2. Bidang Kepemudaan
Bidang Kepemudaan merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kepemudaan.
Bidang Kepemudaan membawahi dua Seksi yaitu :
(1) Seksi Kelembagaan dan Bina Kapasitas Kelembagaan, 
(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Kepemudaan .
3. Bidang Olahraga
Bidang Keolahragaan merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan, Kepala Bidang Keolahragaan membawahi dua seksi yaitu :
(1) Seksi Kelembagaan dan Olah Raga Prestasi, 
(2) Kepala Seksi Olahraga Kemasyarakatan. 


4. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesenian, sejarah kepurbakalaan, nilai-nilai budaya daerah,  pembinaan kelembagaan serta peran serta masyarakat dibidang kebudayaan dan pariwisata serta menyelenggarakan fungsi untuk melaksanakan Pembinaan, Pengembangan, pelestarian sejarah dan nilai-nilai budaya daerah, pengamanan, pengawasan benda cagar budaya, pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan daerah, penyiapan bahan pengkajian/analisis dan petunjuk teknis pembinaan kesenian masyarakat, pengkajian/analisis dan petunjuk teknis pembinaan dan promosi dan fasilitasi penyelenggaraan pergelaran dan pementasan kesenian daerah dan parawisata dan penyiapan bahan pengkajian/analisis dan petunjuk teknis pelayanan perizinan bidang kesenian, kebudayaan.
Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata juga membawahi dua seksi yaitu : 
(1) Seksi Pengembangan Kebudayaan, Objek Wisata dan Pemberdayaan Kesenian Rakyat 
(2) Seksi Pembinaan Kebudayaan dan Usaha Wisata.
5. Unit Pelaksana Teknis Candi Agung.
		Unit Pelaksana Tehnis Candi Agung  dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan UPT ini merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas di Bidang Kebudayaan khususnya mengenai pelayanan dan pengelolaaan benda cagar budaya dan situs Candi Agung Amuntai yang  dibentuk melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015. Tugas pokok dan Fungsi UPT yakni membantu penyelenggaraan tugas-tugas dinas dalam melaksanakan pelayanan dan pengelolaan benda cagar budaya dan situs candi agung Amuntai, Struktur Organisasi UPT Candi Agung Amuntai  yang terdiri dari 
a. Kepala,
b. Sub Bagian Tata Usaha, dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kepala UPT bertugas  :
a) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan benda cagar budaya dan situs Candi Agung Amuntai;
b) Menetapkan kebijakan tehnis terhadap pelayanan dan pengelolaan benda cagar budaya dan situs candi agung Amuntai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c) Menetapkan Program Kerja UPT sesuai dengan kebijakan teknis;
d) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pelayanan dan pengelolaan benda cagar budaya dan situs Candi Agung Amuntai;
e) Melaksanakan dan mengintensifkan penerimaan retribusi/karcis masuk lokasi benda cagar budaya dan situs Candi Agung Amuntai sesuai ketentuan yang berlaku;
f) Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan; dan
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

b. Sub Bagian Tata Usaha
a) Melaksanakan urusan ketatausahaan;
b) Melaksanakan pengadaan barang inventaris UPT;
c) Melayani Administrasi UPT;
d) Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan UPT;
e) Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian UPT;
f) Menyelenggarakan urusan administrasi umum dan perlengkapan UPT;
g) Mengkoordinir dan membantu meniapkan bahan penyusunan laporan UPT baik bersifat rutin maupun kasuistik menurut kebutuhan;
h) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan pada UPT;
i) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya, dan
k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.



Kondisi Pegawai dan sarana prasarana .
1) Kondisi Pegawai 

Pegawai DISPORBUDPAR Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 32 (tigapuluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang. Menurut pangkat/golongan, jenis kelamin dan pendidikan dapat di sajikan dalam tabel berikut: 

	Tabel  1
Sumber Daya Manusia Disporbudpar Kabupaten Hulu Sungai Utara

	Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
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	Jumlah
	32



Tenaga honor yang dikontrak sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang diberdayakan untuk mengelola kebersihan dan pengamanan stadion olahraga, lapangan golf, kolam renang, dan pengelola benda cagar budaya.



Tabel 2.
Rekapitulasi Sumberdaya Manusia Disporbudpar
Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut jenis kelamin

	No.
	Jenis Kelamin
	PNS
	THL

	
	
	Jumlah
	Jumlah

	1
	Laki-laki
	26
	51

	2
	Prempuan
	6
	12




2) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana perkantoran yang secara langsung mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi DISPORBUDPAR Kabupaten Hulu Sungai Utara  antara lain bagian gedung kantor seperti pada tabel 3 berikut:

Tabel. 3
Data Aset Disporbudpar Kabupaten Hulu Sungai Utara

	No
	Jenis
	Jumlah/Luas 

	1
	Bangunan Gedung Kantor
	……M2

	2
	Kendaraan bermotor roda 4
	2 buah

	3
	Kendaraan bermotor roda 2
	17 buah



Prasarana Bangunan yang digunakan sebagai wadah beraktivitas semua aparatur dalam rangka mewujudkan target yang ditetapkan adalah gedung kantor yang dibangun diperuntukan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibangun pada tahun 2012, setelah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ini dibentuk pada Tahun 2012 belum mempunyai kantor, maka gedung ini dipakai oleh Disporbudpar sampai sekarang.

Aspek Strategik Organisasi 
Pembangunan Pemuda, olahraga, kebudayaan dan Pariwisata  diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (nation building) dan partisipasi di berbagai bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, berkarakter dan mandiri serta siap untuk berdaya saing, peningkatan prestasi olahraga dikalangan masyarakat, peningkatan jumlah kunjungan wisata melalui promosi wisata dan pelestarian benda cagar budaya.
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan  salah satu Dinas yang mengelola sumberdaya manusia   yang handal  dalam pelaksanaan pembangunan di  bidang sosial dan budaya,  berusaha semaksimal mungkin untuk  melakukan yang terbaik bagi Pembangunan Pemuda yang trampil, kreatif dan handal serta berprestasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya, walau demikian ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi, Tantangan /permasalahan  tersebut sesuai dengan Rancangan Awal Kerja Pembangunan Daerah yang diakomodir dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 adalah :
Permasalahan mendasar adalah :
1. Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur
2. Belum optimal dan terbatasnya kapasitas serta distribusi tenaga teknis aparatur pada unit kerja sesuai dengan kompetensinya 
3. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi wisata.
4. Masih banyaknya bidang-bidang usaha jasa pariwisata yang memerlukan investor bagi perkembangan pariwisata
5. Masih rendahnya pengembangan  seni, budaya dan olahraga
6. Masih terbatasnya sarana/fasilitas untuk kegiatan kepemudaaan dan kesenian sebagai wadah  pembinaan 

Dari berbagai permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan maka isu-isu strategis dalam pembangunan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata adalah :
0. Penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
0. Peningkatan Peran Pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan
0. Pengembangan pariwisata dan pelestarian seni budaya.
0. Sosial Budaya dan Keagamaan.




B. Isu-isu Strategis.
Beberapa Isu Strategis (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 adalah :
1. Optimalisasi tata pemerintahan yang baik (good governance).
2. Sosial budaya dan keagamaan.

 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan visi dan misi Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2013 – 2017; Arahan periode ketiga (2013 – 2017) RPJPD; program pembangunan daerah berdasarkan RPJPD; maka pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015 ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional; optimalisasi pemanfaatan lahan rawa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan perekonomian masyarakat; meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan; meningkatkan pemberdayaan masyarakat; menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja; menciptakan kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif; meningkatkan derajad kesehatan masyarakat; meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah di daerah; mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/lahan yang berkelanjutan.
Atas dasar hal tersebut di atas selanjutnya sasaran yang diinginkan adalah :
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel; 
2. Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa; 

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015
Prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan tahun 2015 yang mana tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015, serta mengacu pada program pembangunan daerah tahapan ketiga (2013 – 2017) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025, disajikan dalam bentuk prioritas daerah dan sasaran serta target capaian kinerja yang diinginkan pada tahun 2015, adalah  :
a. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Bidang Ekonomi :
1. Proritas pada Bidang Ekonomi Yakni Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :
1.1 Meningkatnya Kunjungan Wisata melalui obyek-obyek wisata baik religi, wisata sejarah maupun wisata kuliner, seperti pada Mesjid Tua Sungai Banar, Mesjid As-Syuhada Waringin, Mesjid Basar Pandulangan, candi agung Amuntai, dan wisata lainnya.
b.  Prioritas Bidang Sosial Budaya
1. Peningkatan implementasi good governance, dengan sasaran :
1.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan, dengan sasaran :
1.1 Pengembangan pariwisata dan pelestarian seni budaya;
1.2 Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga.

     Sistematika Penyusunan Laporan 
Pada dasarnya penyusunan Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata  Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance result) tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Birokrasi Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
BAB I.	PENDAHULUAN
Menyajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, aspek strategik organisasi, struktur organisasi dan sistematika penyusunan.
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan ringkasan/ihktisar perjanjian kinerja tahun 2014. 
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan pengukuran capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. 
BAB IV. 	PENUTUP
Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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)Subbag Prog/Lakip/2015
